PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2. TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAW| TAHUN ANGGARAN 2009

Menimbang

Mengingat

b

“#d

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

balivva intuk melaksanakan ketentuan pasal 184 avat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 entang Pemerintahan Daerah scbagaimana telal diubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Penctapan Peraturan Pemermtah
Penggant Undang-Undane Nomor 3 Tahun 2003 tentang: perubahan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah menjady Undang-
Lndang.  Kepala  dacrah mengajukan Rancangan  Peraturan Dacrah Lentang
Pertanggungjavaban  Pelaksanaan APBD hepada Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (DPRD) berupa Laporan Kewangan vang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Kevangan  paling lambat 6 (enam) bulan setclah tahun aneearan
bahwa pertanggungiawaban  pelaksanaan APBD scbagaimana  dimaksud pada
hurul" & perlu ductaphan dengan Peraturan Dacrah lentang Pertangeungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Melaws Tahun
Anggaran 2004

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19853 tentang Pajak Bumi dan Bangonan
(Lembaran Newara Republih Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaga Negara Republik indoncsta Nomor 3312) scbagaimana iclah dibal
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Fambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3369),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 lentang Bea Perolehan Hak Atas Tanal
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 I3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyvelenggaraan Negara vang
Bersth dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negura
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Newara
Repubhk Indonesia Nomor 3831 ).

+ Undang-Undang
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Peraturan Pemermtah Nomor 35 Tahun 2005 tentang - Dana Penimbangan
(Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Repubhik Indonesia: Nomor 4375 ),

Peraturan Pemermtah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Sistem Infornmast Keoangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik  lndonesta Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Hibah Kepada Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 139, Tanibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kewangan
Dacrab (Lembaran Negara  Republik  Indonesta Tahun 2005 Nomor f40.
Fambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4578 ).

Peraturan Pemenintah Nomor 635 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemvusunan dan
Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Talun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385).

Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembimaan dan
Pehgawasan Pemvelenggaraan Pemerintah Dacrali (Lembaran Newara Republik
Indonesta Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4393,

Peraturan Pemermiah Nomor 8 Tahun 2006 lemang Pelaporan Kevangan dan
Kinerja Instanst Pemenintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461 4).
Peraturan. Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penvelengaraan
Pemerntahan Dacrah Kepada Pemermtah. Laporan Keterangan
Pertangeungiawaban Kepala Dacrah Kepada Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah.
dan  Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dacrah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Repubiik Indonesta Tahun 2007 Nomor 19,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ).

Peraturan Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2008 lentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 2009 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Melawr Tahun 2008 Nomor 15, Tanibahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi
Nomor 75 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Menetapkan

dan
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MELAWI TAHUN ANGGARAN 2009,

Pasal

Pasal 1
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286,

Undang-Undany Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dacrah Kabupaten
Melawr dan Kabupaten Schadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 149, Tambahon Lembaran Negara Republih Indonesia Nomar 4344).

Undang-Undang  Nomor 1 Tabun 2004 tentang  Perbendaharaan  Neeara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaga Nevara Repubhk Indongsia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomar 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400,
Undang-Undanz  Nomor 23 Tahun 2004 tentane  Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraly ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) schagaimana telah  dirubah beberapa kali.
lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Dagrah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan Antara
Pemermtah Pusat dan  Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 ).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentane Pemerintahan Dacrah {Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan
Reuangan Pimpinan dan Ansgota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telal diubah beberapa kali terakhur
dengan Peraturdan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2003 tentimg - Pengelolaan Kenangan
Badan Layvanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302).

Peraturan Pemermtah Nomor 24 Talun 2005 tenlang  Standar - Akuntansi
Pemenntahan (Lembaran Newara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan lembaran Negara Repubbik Indonesia Nomor 4303).

Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Piypaman Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4370):

17 Peraturan



Pertanguungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Reuangan menurut
a Laporan realisasi anggaran.

b Neraca.

¢ Laporan arus kas.dan

d  Catatan atas laporan kenangan

Pasal 2

Laporan realisass anggaran schagaimana dimahksud dalam pasal | huraf a tahun
anggaran 2009 sebagar berikut.
a Pendapatan Rp 4791732367000
b Belama Rp 410992 728 808.56

Surplus/defisi Rp (924 796 86814
¢ Pembiayaan

- Pencrimann Rp 4949 469 78960

. Pengeluaran Rp 100006000006

Surplus/defisit Rp 3,040 464 TRO.60

Pasal 3

Uratan laporan realisasi anggaran sebasdimana dimaksud  datam pasal 2 sebagai
berikut

(1) Selisith Anggaran dengan realisasi pendapatan scjumlah Rp. (9,778 K32 772 40)
dengan rmeran scbagar berikut .

4 Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 427 696 378 449 00)
b Realisasi Rp 417917 525 676,60
Sehisih Iebih / (kurang) Rp (9778852 772 40)

(2) Schisth Anggaran dengan reahisasi belanja: scjumlah  Rp (34 203 649 355.18)
dengan nincian sebagar berikut -

a Anggaran belanja setelah perubahan Rp $3 196 378 36374
b Reahsasi Rp 410992 728 K08 56
Schisilvlebih / (kurang) Rp (34.203 649555 |8)

(3) Sebisth  Anggaran  dengan  realisasi surplusidefisint— scjumlah - Rp.
(1O0.575.203 046.70) dengan rincian sebagat berikut

A Surplus/defisit setelah perubahan Rp (174999099914 74)
b Reahisast Rp 6,924 796.868.04
Sehsth lebih / (Rurang ) Rp (TO373.203,046.70)

(4) Sehisth - Anggaran dengan  realisasi  pencrimaan pembiayaan  scumlah  Rp

(13.350.530.210.40) dengan rincian schagan berikut

a Angearan penenmuan pembiay aan setelah

perubahan Rp 18 300 000 00000
b Realisasi Rp 4 949 4649 TRO.G0
Sehisih lebih / (hurang) Rp (13550 530 210440

(3 Selisaly



(31 Sehsih Angoaran dengan reahisas) penveluaran pembravaan sejumlah Rp. 0600
dengan rincian sebagar beriku

a Anggaran pengeluaran pembiavaan setelah

perubahan Rp 100000000000
b Realisasi Rp 1.OGH GO0 000,00)
Selisihy lebih / (kurang) Rp -

() Sehsih - Angoaran dengan realisas pembiayaan  neto scjumlah  Rp
(13 350.530.210.40) dengan rincian sebagai berikut |

a - Anggaran belama setelah perubahan Rp 17.500.000,.000.00
b Realisasi Ry 3949 469 789.60)
Schsih lebily ¢ (hurang) (13350330 210,401

Pasal 4

Neraca  sehagaimana dimaksud dalam pasal 1 hurul b per 31 Desember Tahun 2000
sebagar berikut

a  Jumlah aset

b Jumlah kewajiban

¢ Jumiah ekunas dana

Pasal 5
Laporan arus kas scbagaimana dimaksud dalam pasal | hurul ¢ untuk tahun berakhir
sampar dengan 31 Desember Tahun 20049 sebagai beriku
a4 Saldo kas awal per | Januari tahun 2000
b Arus kas dari akivitas aperasi
€. Arus kas dari akbivitas imestast ascel non-heuangan
Arus Kas dari aktivitas pembias aan
Arus Kas dar aktivitas nonangearan
I Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2004

[#]

Pasal 6
Calatan atas laporan keuangan scbagaimana dimaksud Pasal | hural d tahun angsaran
2009 memuat informasi baik secarg Kuantitatil maupun Kualitatil pos-pos Keuangan

Pasal 7
Pertanggungiawaban  pelaksanaan  APBD schagaimana  dimaksud  dalam pasal |
tercantum: dalam Lampiran Peraturan Dacral ing yang merupakan bagian vang tidak
lerpisahkan dari peraturan dacrah ini. terdiri

a  Lampiran | - Laporan realisasi
Lampian [ | Ringkasan laporan realisass anggaran menuril urusan
pemerintahan dacrah dan organisasi:
Lampiran |2 Rincian  laporan  realisasy anLEAran. menurul  urusan
pemerintahan dacrah. organisas:. pendapatan. belanja dan
pembiayaan:

Lampiran



Diundangkan di Nanga Pinoh

pada tanggal

-

Lampiran | 3 Rehapitulasi realisas) anggaran belanga dacrah menurug

urusan  pemerintahan  dacrah. oreamsasi. proeram  dan

hegratan,

Lampiran | 4 Rekapitulasi  realisass angearan belanja dacral untok
keselarasan dan Reterpaduan urysan pemenintahan dacrah
dan fungsi dalam Kerangka pencelolaan keuangan nepara.

Laipiran | 3 Daltar piutang dacrah.

Lampiran | 6 Daftar penvertaan modal tinvestasi) dacrah,

Lampiran | 7 Dattar Realisasi Penambahan dan Pengurangan  Aser
wetap  dacrah.

Lampiran [ 8 Dafiar Realisasi Penambahan dan  Pengurangan  Asel
lamns g,

Lampiran | 4 Dafliar l\uyuu;m-kcg:;ilun};:ﬂg belum di selesarkan sampa
akhar wahun dan diangearkan kembah dalam anggaran
tahun berikatnyva

Lampiran 1. |0 Daftar Pumyaman Dacrah dan Obligast Dacrah

b Lampiran Il Neraca
¢ Lampiran [1] Laporan Arus Kas
d Lampiran (v Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8
Lampiran laporan heuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal | avat (2) terdin dant
@ Laporan Kinerja tercantun dalam Lampiran V peraturan dacral mni
b IKhtisan laporan Keuangan badan usaha nulik dacrab/perusahaan dacrah tercantum
dalam Lampiran V| peraturan dacrah iy

Pasal 9
Bupatt - menctapkan peraturan - Bupati  tentang pemabaran pertangoungiav aban
pelaksanaan APBD schagan nincian lebily lanjut dani pertangeungiawaban pelaksanaan
\PBD.

Pasal 10
Peraturan Dacrah it mular berlaky pada tanggal diundangkan
Agar setiap orany mengetahuimya, memermtahkan pengundangan Peraturan Dacrah in
dengan penempatnnya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Mclawi

tetapkan di Nanga Puoh
pada tanggal <2 —1r— 2|0
UPATI MELAWI,

CWEWARUPATEN MELAWI TAHUN 2010 NOMOR 2 JTAMBAHAN
AERAH'NOMOR ¢z



